
LEMBARAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.146, 2015 Sumber Daya Industri. (Penjelasan Dalam
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5708).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 41 Tahun 2015

TENTANG

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (8),
Pasal 27 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 30 ayat (6), Pasal
32 ayat (2), Pasal 33 ayat (3), Pasal 39 ayat (5), dan Pasal
40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah
tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5492);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBANGUNAN
SUMBER DAYA INDUSTRI.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah
bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga
menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat
lebih tinggi, termasuk jasa industri.

2. Perusahaan Industri adalah setiap orang yang melakukan kegiatan di
bidang usaha Industri yang berkedudukan di Indonesia.

3. Perusahaan Kawasan Industri adalah perusahaan yang
mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan Industri.

4. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan
Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang
yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

5. Tenaga Kerja Industri adalah tenaga teknis dan tenaga manajerial
yang bekerja pada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan
Kawasan Industri.

6. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang
mencakup aspek pengetahuan keterampilan dan sikap kerja yang
sesuai dengan standar yang ditetapkan.

7. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya
disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup
aspek pengetahuan keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja
yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi
yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi
sesuai SKKNI, standar internasional, dan/atau standar khusus.

9. Pendidikan Vokasi Industri adalah pendidikan tinggi dan pendidikan
menengah kejuruan yang diarahkan pada penguasaan keahlian
terapan tertentu di bidang Industri.

10. Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi adalah pelatihan kerja yang
menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup
pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar
kompetensi bidang industri.

11. Pemagangan Industri adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang
terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara
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langsung dibawah bimbingan dan pengawasan pembimbing, dalam
rangka menguasai keterampilan atau keahlian di bidang Industri.

12. Tenaga Kerja Industri Asing adalah warga negara asing pemegang visa
kerja yang kompeten untuk bekerja pada Perusahaan Industri
dan/atau Perusahaan Kawasan Industri yang berada di wilayah
Indonesia.

13. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah
lembaga pelaksana sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari
Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

14. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat
kerja dan/atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan
uji kompetensi, yang diverifikasi oleh LSP.

15. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang
jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi
yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.

16. Sumber Daya Alam adalah suatu bahan yang bersumber dari alam
berasal dari hayati maupun nonhayati.

17. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah pendayagunaan Sumber
Daya Alam secara efisien dan ramah lingkungan sebagai bahan baku,
bahan penolong, dan sumber energi untuk peningkatan nilai tambah
Industri.

18. Penyediaan Sumber Daya Alam adalah pemenuhan Sumber Daya
Alam dalam jumlah yang cukup, berdasarkan jenis dan spesifikasi
tertentu yang siap diolah, yang bersumber dari dalam negeri maupun
luar negeri untuk peningkatan nilai tambah Industri.

19. Penyaluran Sumber Daya Alam adalah kegiatan penyampaian Sumber
Daya Alam dari penghasil Sumber Daya Alam kepada pelaku kegiatan
Industri.

20. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan
atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun
yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri.

21. Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan yang menghasilkan
penemuan baru yang bermanfaat bagi Industri atau pengembangan
dalam rangka peningkatan efisiensi dan produktivitas Industri.

22. Teknologi Industri adalah hasil pengembangan, perbaikan, invensi,
dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk
termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau
sistem yang diterapkan dalam kegiatan Industri.
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23. Pengadaan Teknologi Industri melalui Proyek Putar Kunci adalah
pengadaan teknologi dengan membeli suatu proyek teknologi secara
lengkap mulai dari pengkajian (assessment), rancang bangun dan
perekayasaan, implementasi/ pengoperasian, dan penyerahan dalam
kondisi siap digunakan.

24. Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri adalah
penjaminan kepada Perusahaan Industri yang memanfaatkan
teknologi hasil Penelitian dan Pengembangan teknologi dari dalam
negeri yang belum teruji secara komersial.

25. Pemanfaat Teknologi adalah Perusahaan Industri di dalam negeri yang
bertindak sebagai pemanfaat hasil Penelitian dan Pengembangan
teknologi dari dalam negeri yang belum teruji secara komersial.

26. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu
oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

27. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

28. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang perindustrian.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

a. pembangunan Tenaga Kerja Industri dan penggunaan konsultan
Industri;

b. pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran, serta pelarangan
dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam; dan

c. pengadaan dan pemanfaatan Teknologi Industri.

BAB II

PEMBANGUNAN TENAGA KERJA INDUSTRI DAN

PENGGUNAAN KONSULTAN INDUSTRI

Bagian Kesatu

Pembangunan Tenaga Kerja Industri

Pasal 3

(1) Pembangunan Industri nasional harus didukung dengan Tenaga Kerja
Industri.
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(2) Tenaga Kerja Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari:

a. tenaga teknis; dan

b. tenaga manajerial.

(1) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a
menangani pekerjaan di bidang teknis pada Perusahaan Industri
dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.

(2) Tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memiliki:

a. Sertifikatkompetensi teknis sesuai dengan SKKNI di bidang
Industri; dan

b. pengetahuan manajerial.

(3) Pembangunan tenaga teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan paling sedikit melalui kegiatan:

a. Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi;

b. Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi; dan/atau

c. Pemagangan Industri.

(4) Tenaga teknis yang tidak melalui kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dinyatakan kompeten setelah melalui Sertifikasi
Kompetensi oleh LSP.

Pasal 5

(1) Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diperuntukan bagi calon
Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri.

(2) Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mengacu pada SKKNI
di bidang Industri.

(3) Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan
kebutuhan Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan
Industri atas Tenaga Kerja Industri.

(4) Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pendidikan menengah kejuruan;

b. program diploma satu;

c. program diploma dua;

d. program diploma tiga;

www.peraturan.go.id


